
SALINAN 

BUPATIMANGGARAIBARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 

NOMOR 4 %a  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kemampuan 

keuangan daerah, kelas jabatan, dan indeks basic tambahan 

penghasilan pegawai, dipandang perlu mengubah Peraturan 

Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 

2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4271 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republikindonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  

Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201  7 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6718) ;  

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman 

Evaluasi J abatan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

10.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1047); 

1 1 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara; 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 167) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 

Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7 , 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 235); 

13 .  Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 70); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI 

BARAT. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 23) diubah 

sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1 )  Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  

dikecualikan bagi PNS yang: 

a. diperbantukan/ dipekerjakan pada Instansi lain; 

b. ditugaskan sebagai penjabat kepala desa, guru, dan pengawas 

sekolah; 

c. diberhentikan sementara dari jabatan PNS sampai dengan 

dikeluarkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada 

Sadan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk kerja 

atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; 

e. tugas belajar; 

f. sedang menjalani Cuti Besar, atau Cuti Diluar Tanggungan Negara; 

g. sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) 

bulan; 

h. sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan 

i. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) 

hari kerja dalam satu bulan berkenaan. 
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(2) Pembayaran TPP bagi PNS pindahan dari Instansi lain diberi kepada yang 

bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 

melaksanakan tugas. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 

surut sejak tanggal 1 Januari 2024. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat. 

Ditetapkan di Labuan Bajo 
pada tanggal, (2 Septouloer 2024 

BUPATIMANGGARAIBARAT 

TTD 

EDISTASIUS ENDI 

Diundangkan di Labuan Bajo 
pada tanggal, 1 2  Seteloer 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

FRANSISKUS SALES SODO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR /{lo 

Sal'  mn  sslinya 
UM 

.e l  

,  

BON»pr ,Poi»f RAYA. st 

NIP. 19790710 200904 1 004 


